BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1, Kesimpulan
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai

Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya secara daring

dapat disimpulkan bahwa:

1.

PKPA di BBPOM Surabaya dapat meningkatkan pemahaman
calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung
jawab apoteker di BBPOM.

PKPA di BBPOM Surabaya dapat membekali calon apoteker
agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di
BBPOM.

PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberi gambaran nyata
tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

4.2. Saran
Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya secara daring dapat

diberikan saran sebagai berikut:

1.

Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai aplikasi
BPOM pada gadget.

Perlu dilakukan penggabungan berbagai aplikasi BPOM di
gadget menjadi satu aplikasi BPOM secara keseluruhan dan
sempurna dimana sudah memuat semua fungsi dari berbagai

aplikasi BPOM agar tidak perlu dilakukan pengunduhan untuk
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beberapa aplikasi dan memberikan kemudahan untuk
pengguna aplikasi dari BPOM sehingga lebih efektif, efisien,
dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menggunakan
aplikasi BPOM.

Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan dalam pembinaan
akan pentingnya sertifikasi obat dan makanan serta kosmetik
agar masyarakat paham dan lebih sadar mengenai hal tersebut.
Perlu dilakukan peningkatan dalam hal penyuluhan informasi
yang terkini mengenai informasi obat, makanan, dan atau

berita terbaru mengenai hal tersebut.
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